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PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
MENURUT HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM

A. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCURIAN MENURUT
HUKUM PIDANA

1. Syarat-Syarat Yang Harus Dipenuhi Dalam Pertanggungjawaban
Pidana

Menurut bahasa pertanggungjawaban berarti sesuatu yang dipertanggung
jawabkan. Dalam hal ini sesuatu yang dipertanggung jawabkan itu adalah perbuatan
pidana, dasar dari pada adanya perbuatan pidana adalah asas legaliteit, yaitu asas
yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan
pidana bagi barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar dari pada
dipidanannya si pembuat adalah asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.

(Roeslan Saleh, 1981 :81)

Dengan demikian pertanggungjawaban pidana itu dapat diartikan sebagai
balasan terhadap seseorang yang telah melakukan sesuatu yang merugikan orang lain,
kalau seseorang itu berani berbuat sesuatu kesalahan berarti ia berhak untuk

mendapat balasan yaitu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.
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Mengenai syarat-syarat pertanggungjawaban pidana ini tidak akan lepas
dengan masalah kesalahan. Sebab unsur kemampuan bertanggung jawab merupakan
salah satu unsur (elemen) seseorang itu dapat dipidana. Seseorang yang melakukan
perbuatan pidana akan dipidana jika orang tersebut mempunyai kesalahan. (Roeslan
Saleh :1981 ,81)
Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan apabila pada waktu
melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dia patut dicela karena
perbuatannya. Sebab orang tersebut dianggap dapat berbuat lain, jika memang ia
tidak ingin berbuat demikian.
Dengan demikian seseorang mendapatkan pidana, tergantung pada dua hal
yaitu
a. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain :
harus ada unsur melawan hukum. Jadi ada unsur obyektif.

b. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau
kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggung
jawabkan kepadanya. Jadi ada unsur subyektif.

(Martiman Prodjohamidjojo :1997 :31)

Jika ada alasan menghapus atau meniadakan sifat melawan hukum perbuatan,
maka perbuatan yang bersangkutan tidak dianggap Wederrechteligk, walaupun
perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang atau dengan

kata lain perbuatan itu dapat dibenarkan (sebagai alasan pembenaran).
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Namun suatu perbuatan melawan hukum (Wederrechteligk) belumlah cukup
untuk menjatuhkan pidana. Disamping perbuatan yang melawan hukum harus ada
juga seorang pembuat yang bertanggung jawab atas perbuatannya, yaitu unsur
kesalahan dalam arti kata bertanggung jawab.

Sedangkan jika ada alasan penghapus kesalahan, maka pembuat tidak
dipidana, karena hanya orang yang bersalahlah yang dapat dipidana, sesuai asasnya :
“tidak ada pidana tanpa kesalahan”.

Kemudian menurut pendapat Pompe kesalahan itu diartikan dengan dapat
dicela (verwijt baarheid) dan dapat dihindari (vermijd baarheid) perbuatan yang
dilakukan. Dikatakannya : menurut akibatnya, hal ini adalah dapat dicela, menurut
hakekatnya orang tersebut dapat menghindari kelakuan yang melawan hukum itu,
karena kehendak sipembuat itu terlihat pada kelakuan yang bersifat melawan hukum,
maka ini dapat dicelakan kepadanya. Celaan ini dimungkinkan karena sipembuat itu
bisa berusaha agar dia tidak berbuat melawan hukum, oleh karena dia juga dapat
berbuat sesuai dengan hukum. Pelanggéran atau norma itu bergantung pada
kehendaknya. Dengan demikian sampai sekian jauhnya kesalahan pada hakekatnya
adalah dapat dihindari. Sedangkan menurut Pompe kelakuan adalah suatu kejadian
yang ditimbulkan oleh seseorang yang nampak keluar dan diarahkan kepada tujuan
yang menjadi objek hukum. Menurut Simon bahwa kesalahan adalah keadaan psikis
orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang

dilakukan, yang sedemian rupa sehingga orang tersebut dapat dicela karena perbuatan

tadi. (Roeslan Saleh : 1981 :82)
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Maka dari sini dapat dikatakan bahwa untuk adanya kesalahan harus
dipikirkan adanya dua hal disamping melakukan perbuatan pidana.

Pertama : adanya keadaan psikis atau batin yang tertentu (dari orang yang
melakukan perbuatan itu). Kedua : Adanya hubungan yang tertentu antara keadaan
batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan tadi.
(Muljatno :1993 :158)

Mengenai masalah keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan
adalah merupakan masalah kemampuan bertanggung jawab, ini adalah dasar yang
penting untuk adanya kesalahan.

Sebaliknya kalau keadaan jiwanya tidak normal, fungsinya juga tidak baik
sehingga ukuran-ukuran atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tidak
sesuai baginya. Bagi mereka tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban.
Mereka harus dirawat atau didik dengan cara yang tepat, bahwa mereka tidak dapat
dipertanggung jawabkan.

Dan mengenai hubungan antara keadaan jiwa dengan perbuatan yang
dilakukan, merupakan masalah kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf, sehingga
mampu bertanggung jawab.

Jadi untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan batin dengan
perbuatannya (atau dengan suatu keadaan yang menyertai perbuatan) yang
menimbulkan celaan tadi harus berupa kesengajaan, atau kealpaan, sebab
bagaimanapur juga keadaan jiwa seseorang harus dapat dikatakan sehat dan normal.

Hanya terhadap orang-orang yang keadaan jiwanya normal sajalah, dapat diharapkan
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akan dapat mengatur tingkah lakun'a sesuai dengan pola yang telah dianggap baik
dalam masyarakat. sebab kalau keadaan jiwanya normal tentu fungsinyapun normal

pula. (Muljatno :1993 :160).

Dengan demikian menurut Pompe, toerekenbaarheid (pertanggungiawaban
pidana) seseorang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :
1. Kemampuan berfikir (psychisch) pembuat (daders) yang memungkinkan ia
menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
2. Dan oleh sebab itu, ia dapat memahami makna dan akibat perbuatannya.
3. Dan oleh sebab itu pula, ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan
pendapatnya.

(Zainal Abidin Farid, 1995 ; 190)

Kemampuan berfikir terdapat pada orang normal, dan oleh sebab itu
kemampuan berfikir dapat diduga pada pembuat. Pendeknya, adanya
toerekeningsvatbaarheid (kemampuan bertanggung jawab), itu berarti bahwa pembuat
cukup mampu menginsyafi arti perbuatannya, dan sesuai dengan keinsyafan itu dapat
menentukan kehendaknya.

Toerekenbaarheid tidak mempunyai batas yang tegas. Dari keadaan
toerekenbaar sampai antoerekenbaar terdapat perubahan secara berangsur-angsur.
Meskipun undang-undang pidana tidak menyebutkan secara tegas adanya kurang

pertanggungja;vaban.
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Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban kriminal pembuat delik adalah
sebagai berikut :
a. Kemampuan bertanggung jawab
b. Kesalahan pembuat yang berwujud kesengajaan dan kealpaan
c. Tidak adanya dasar pemaaf.

(A. Zainal Abidin Farid, 1195 ;222)

Dalam Tindak Pidana Pencurian

Pencurian dalam bentuknya yang pokok diatur dalam pasal 362 KUHP, yang
berbunyi :

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian
termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu
dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara
selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-.

(R. Soesilo,1996; 249)

Berdasarkan pasal 362 KUHP tersebut dapatlah dikatakan bahwa pencurian

yang dimaksud adalah pencurian biasa, bukén pencurian dengan jalan kekerasan atau

yang lain,

Menurut Lamintang, rumusan pasal 362 KUHP yang berbunyi: “...... dengan
maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum”, itu kurang tepat. Beliau
memberikan rumusan “mex;guasai”, karena pengertian menguasai dan memiliki itu
mempunyai pengertian yang berbeda, walaupun benar bahwa perbuatan memiliki itu

termasuk dalam perbuatan menguasai. (Lamintang, 1990; 49)
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Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa yang

dimaksud perbuatan mencuri adalah perbuatan mengambil barang orang lain dengan

tujuan menguasai barang tersebut serta dengan melawan hukum.

Berpijak dari pasal 362 KUHP, maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur

tindak pidana pencurian adalah :

L.

2.

Perbuatan mengambil

Yang diambil adalah sesuatu barang

Barang itu seluruh atau sebagian milik orang lain

Pengambilan itu dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut
dengan melawan hukum (melawan hak).

(R. Soesilo, 1996, 249)

Menurut Lamintang, unsur tindak pidana pencurian itu dibedakan menjadi

dua, yaitu :

1.

2.

Unsur subyektif, yang terdiri dari :

a. Perbuatan mengambil (wegnemen)
b. Barang yang diambil (enig goed) itu milik orang lain seluruhnya atau sebagian
milik orang.

Unsur obyektif, yang terdiri dari :
a. Adanya maksud dari pelaku

b. Adanya tujuan menguasai benda itu sendiri
c. Secaralangsung melawan hak

(Lamintang, 1990; 49)
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Dengan demikian jika seseorang melakukan perbuatan yang mana perbuatan
itu memenuhi semua unsur-ursur tersebut, maka perbuatan orang itu dinamakan
tindak pidana pencurian, yaitu perbuatan melawan hukum.

Sedangkan pertanggungan jawab pidana akan ditegakkan atas pelaku tindak
pidana pencurian, apabila disamping ia telah memenuhi semua unsur-unsur dari
tindak pidana pencurian tersebut, yang berarti ia telah melakukan perbuatan melawan
hukum, juga diperlukan adanya unsur kesalahan. Sebab bagaimanapun juga hubungan
antara keadaan batin pembuat dengan perbuatannya yang menimbuikan celaan itu
adalah sangat mempengaruhi, apakah orang tersebut dapat dikenai
pertanggungjawaban pidana atau tidak.

Misalnya : Perbuatan pencurian yang dilakukan oleh orang gila atau yang
dipersamakan dengan orang gila, maka perbuatannya tersebut masih
tetap dikatakan sebagai perbuatan mencuri, tetapi orang tersebut tidak
dapat dikenai pertanggungjawaban pidana karena keadaan jiwa (bathin)
orang tersebut tidak sehat dan tidak normal.

Pelaku tindak pidana pencurian ini mempertanggung jawabkan atas perbuatannya
yang melawan hukum, selama tidak ada alasan atau keadaan lain yang dapat
menghapus pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hal dipidana atau tidaknya bagi si
pelaku, bukanlah bergax;tung pada apakah perbuatan pidana atau tidak, melainkan
tergantung kepada keadaan si terdakwa apakah tercela atau tidak karena telah

melakukan perbuatan pidana itu, karena itulah dapat dikatakan, dasarnya perbuatan
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pidana adalah asas legalitas, yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan
adalah terlarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melakukannya.
Sedangkan dasar dipidanya sipembuat adalah asas “tidak dipidana jika tidak ada
kesalahan”. Karena itu sesuatu perbuatan melawan hukum (wederrech teligk)
belumiah cukup untuk menjatuhkan pidana. Disamping perbuatan yang melawan
hukum harus ada seseorang pembuat yang bertanggung jawab atas perbuatannya,

yaitu unsur kesalahan dalam arti kata bertanggung jawab.

Dapat pula dikatakan bahwa orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan
dan dijatuhi pidana kalau orang tersebut tidak melakukan perbuatan pidana.
Meskipun demikian, tidak selalu orang yang berbuat demikian dapat dijatuhi pidana.
Karena tidak ada gumanya untuk mempertanggdng jawabkan perbuatan atas
perbuatannya, apabila perbuatannya sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka
disamping itu juga bahwa semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan dengan
pérbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang
mengakibatkan dipidananya pembuat haruslah memenuhhi syarat sebagai berikut :

1. Melakukan perbuatan pidana (melawan hukum)

2. Adanya kemampuan bertanggung jawab

3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
4.. Tidak adanya alasan pemaaf

(Moeljatno, 1993; 164)



2. Hal-hal yang mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana
Beberapa hal yang dapat mempengaruhi pertanggngjawaban pidana bagi
pelaku tindak pidana, antara lain :

a. Culpa Lata (Kelalaian dan Kealpaan)
Meskipun pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya

kesengajaan, tetapi terhadap sebagian daripadanya ditentukan bahwa disamping
kesengajaan itu orang juga sudah dapat dipertanggungjawabkan (dipidana) bila
kesalahannya berbentuk kealpaan. Dalam hal ini tidak semua alpa menjadi syarat
suatu delik, yang relevan bagi hukum pidana hanyalah alpa yang henat (culpa
lata), yaitu kelapaan dan kelalain, dan bukan culpa levis yaitu kelalaian yang
sedemikian ringannya, sehingga tidak perlu menyebabkan seseorang dapat
dipidana (dipertanggungjawabkan)

Kemudian berdasarkan apa yang telah dijelaskan dalam MvT bahwa isi
dari pada alpa adalah : sikap batin dari orang yang menimbulkan keadaan yang
dilarang. Ia tidak menentang larangan tersebut, dan ia juga tidak menghendaki.
Sebagai mana menurut Van Hammel berpendapat bahwa Culpa Lata mengandung
2 syarat yaitu
1. Tidak mengadakan dugaan-dugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum
2. Tidak mengadakan kehati-hatian sebagaiman_a diharuskan oleh hukum

Dengan adanya 2 syarat tersebut dimaksudkan guna menentukan
hubungan antara batin terdakwa dengan akibat yang timbul karena perbuatan itu

dipernilai ada atau tidak ada. Sebab hubungan batin ini diperlukan untuk dapat



mempertanggungjawabkan terhadap timbulya akibat yang dilarang. Tetapi selain
dari pada adanya hubungan batin ini tentu saja lebih dahulu harus ada hubungan
lahir antara perbuatan terdakwa dan akibat yang dilarang. Disitu harus ada
hubungan kausal, kalau ini tidak ada maka tidak mungkin untuk
dipertanggungjawabkan. (Moeljatno, 1993 ;203)

Namun demikian, kekurang hati-hatian (sebagaimana syarat yang kedua)
tidak dapat dicelakan kalau pembuat tidak bisa berbuat lain dari pada apa yang dia
lakukan. Karena itu suatu situasi daya paksa dapat menghapus kealpaan. Dalam
hal itu dapat dipikirkan, baik tentang suatu paksaan fisik maupun kekagetan yang
sangat atau panik jadi suatu keadaan “Paksaan Pskis.” Keadaan khusus ini dapat
menggerogoti bagian kelpaan. Jadi adanya situasi daya paksa menghasilkan
putusan bebas yang delik-deliknya culpa. Demikian pula keadaan normal, kehati-
hatian yang normal dapat pula digerogoti oleh obat-obatan. Misalnya, timbul oleh
penyakit. Kalau pembuat tidak mengetahui daya kerja obat-obat tersebut. Disini
juga harus menghasilkan putusan bebas. '

Kekurang hati-hatian ini baru dapat dicela kalau mengenai orang normal
yang biasa hidup dalam masyrakat. Kalau tidak demikian, maka sifat dapat dicela

boleh dihapus. (Sahetapy, 1995 ;115)

b. Error, Dwaling (Kekhilafan)
Suatu kesengajaan bisa terjadi karena salah paham atau kekeliruan yang

disebut dwaling. Seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang, diancam
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hukuman pidana oleh peraturan hukum pidana itu dilakukan dengan sengaja
karena kekeliruan. Mengenai dwaling ada beberapa bentuk dan biasanya
dibarengi dengan masalah hubungan atas kesengajaan dengan sifat melawan
hukum, yaitu ada atau tidak adanya penginsyafan atas unsur melawan hukum itu
berdasarkan atas kesalah pahaman mengenai hal-hal diluar hukum pidana atau
tidak ada kesengajaan yang ditunjukan pada salah satu unsur dari pada perbuatan
pidana, maka disitu tidak ada opzet sehingga tidak dapat dipidanakan (kesalah
“pahaman yang sebenarnya), akan tetapi apabila kesalahpahaman itu berdasarkan
hukum pidana , maka disitulah kesalahpahaman itu tidak mempunyai arti sama

sekali untuk melepaskan diri dari tuntutan pidana.(Bambang, tt ;163)

Seseorang yang bermaksud mengambil sebuah barang yang dikira
kepunyaan orang lain, ternyata barang itu dihibahkan oleh pemilik semula
kepadanya. Dalam hal demikian berarti delik terjadi, karena semua unsur-unsur
delik menurut pasal 362 KUHP telah terbukti, tetapi salah satu unsur
pertanggungjawaban pidana tidak terbukti yaitu kesalahan dan pelakunya harus

dilepaskan dari segala tuntutan. Disini telah terjadi kekhilafan yang sebenarnya.

Kemudian Van Bemmelen berpendapat bahwa dwaling yang dapat
dimaafkan, mensyaratkan bahwa kekhilafan itu haruslah diukur dengan keadaan
seseorang yang normal yang khilaf dan tidak diperlukan adanya celaan atau

kehati-hatiamn yang maksimal. (Zainal Abidin, 1995 ;321)
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c¢. Alasan Pemaaf

Suatu perbuatan yang telah mencocoki rumusan delik, kadang kala
kemudian dipandang tidak bersifat melawan hukum. Sehingga karenanya tidak
dipidana, tetapi kadang-kadang pula mengenai kesalahan, yaitu melekat pada
perbuatannya memanglah suatu perbuatan yang mencocoki rumusan delik. Tetapi
setelah dipertimbangkan keadaan pada orangnya maka dipandang bahwa ia tidak
mempunyai kesalahan sehingga tidak pula dipidana. Dalam hal ini
mempengaruhi pertanggungjawaban pelaku.

Apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan
yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena hal-hal yang mengakibatkan
tidak adanya sifat melawan hukumnya perbuatan, maka hal tersebut disebut
alasan pembenaran. Perbuatan yang pada umumnya dipandang sebagai perbuatan
yang keliru dalam kejadian tertentu dipandang sebagai perbuatan yang
dibenarkan, bukanlah perbuatan yang keliru. (Roeslan Saleh, 1981;135).

Sebaliknya perbuatannya sendiri mencocoki rumusan delik, masih tetap
melawan hukum atau bertentangan dengan hukum akan tetapi sipelaku, orangnya
yang melakukan karena sesuatu hal sehingga tidak sepantasnya orang tersebut
dicela dan tidak dapat dihukum. Hal ini sejalan dengan sudut pandang subjektif
mengenai sipelaku tidak ada unsur kesalahan. Jadi tidak ada alasan pemaaf,
berarti tidak ada alasan untuk menghapus kesalahan.

Alasan pemaaf ini berarti menghapuskan dari pertanggungjawaban pelaku

atau dihapuskan kesalahan pelaku sehingga adanya perbuatan itu tidak dipidana.
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B. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCURIAN MENURUT
HUKUM ISLAM

1. Syarat-Syarat Yang Harus Dipenuhi Dalam Pertanggungjawaban Pidana

Pada dasarnya pengertian dan dasar pertanggungjawaban pidana pada hukum
Islam tidak berbeda dengan pertanggungjawaban tindak pidana dalam hukum positif.
Menurut hukum Islam yang dimaksud pertanggungjawaban pidana adalah
pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan yang dikerjakannya dengan
kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya

tersebut.. (Hanafi, 1993 ; 154)

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan juga dengan kebebasan seseorang
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, sedang ia mengetahui maksud dan akibat-

akibat perbuatan tersebut.(Marsum, 1991 ; 162)

Berdasarkan dua pengertian tersebut diatas dapatlah dikatakan bahwa
pertanggungjawaban pidana itu dijatuhkan pada orang-orang yang mempunyai

fikiran, dewasa dan berkemauan sendiri.

Pertanggungjawaban tindak pidana ini ditegakkan untuk memelihara
ketentraman dan ketertiban masyarakat, atau dengan kata lain sebagai alat
menegakkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu besarnya hukuman harus

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
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Suatu hukuman dapat dianggap mewujudkan kepentingan masyarakat apabila

memenubhi syarat-syarat :

a. Hukuman mempunyai daya kerja yang cukup, sehingga bisa menahan seseorang
untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

b. Hukuman tersebut juga mempunyai daya kerja bagi orang lain untuk tidak berbuat

~ jarimah.

c. Adanya penyesuaian (keseimbangan) antara hukuman dengan jarimah yang
diperbuatnya.

d. Ketentuan hukuman bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang
berbuat jarimah tanpa memandang pangkat, keterunan atau pertimbangan yang
lain.

(Hanafi, 1993 ; 156)

Sifat keseorangan hukuman itu merupakan salah satu prinsip dalam hukum
Islam, dimana seseorang tidak bertanggungjawab kecuali jarimah yang diperbuatnya
sendiri, dan juga tidak bertanggungjawab atas perbuatan jarimah orang lain,
walaupun dekatnya tali kekeluargaan atau tali persahabatan antar keduanya.

Sebagaimana dalam Al Qur’an surat alfathir ayat 18 :
. R N 24;;';”"; :' /A?_ . « Y . -
NS E VR SIS STV, ";
\sulf
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Artinya : Dan orang tidak akan memikul dosa orang lain dan jika seseorang yang
berat dosanya memanggil (orang lain) memikul dosa itu tiadalah akan
dipikulkan dosa itu untuknya sedikitpun meskipun yang dipanggilnya itu
kaum kerabatnya.

(Departemen agama RI, 1990 ; 698).

Dan Rosulullah S.A. W telah bersabda :
\g )b' ‘,‘}"‘ !"‘b. \‘9@-&

Artinya : Janganlah menjatuhkan hukuman pidana terhadap seseorang karena
perbuatan orang lain.

(An Nasai, ;54 juz 8)

Dari pengertian pertanggungjawaban pidana tersebut diatas maka tentu saja
bagi mereka yang memenuhi unsur-unsur atau syarat ditegakkanya
pertanggungjawaban  pidana, akan dikenai pertanggungjawaban.  Adapun
pertanggungjawaban pidana tersebut ditegakkan atas 3 hal, yaitu :

a. Adanya perbuatan yang diperintah atau dilarang
b. Pekerjaan itu dikerjakan atas kemauan sendiri
c. Sipembuat mengetahui terhadap akibat-akibat perbuatan tersebut

(Marsum, 1991 ; 162)

Kalau ketiga perkara ini terdapat maka terdapat pula pertanggungjawaban
pidana, dan kalau tidak terdapat maka tidak ada pertanggungjawaban pidana. Dengan
adanya syarat-syarat tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa yang bisa dibebani
pertanggungjawaban pidana hanya manusia yang berakal fikiran, dewasa dan

berkemauan sendiri. Kalau tidak demikian maka tidak ada pertanggungjawaban
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atasnya , karena orang yang tidak berakal fikiran bukanlah orang yang mengetahui
dan bukanlah orang yang mempunyai pilihan. Demikian pula orang yang belum
punya kedewasaaan tidak dapat dikatakan bahwa pengetahuan dan pilihannya telah
menjadi sempurna. Oleh karena itu tidak ada pertanggungjawaban bagi kanak-kanak,
orang gila, orang dungu, orang yang sudah hilang kemauannya dan orang yang
dipaksa atau terpaksa.

Sedangkan faktor yang mengakibatkan adanya penanggungjawaban pidana
adalah perbuatan maksiat, yakni perbuatan yang melawan hukum yaitu mengerjakan
perbuatan (larangan) yang dianggap oleh syariat atau sikap tidak berbuat yang
diharuskan oleh syariat.

Namun demikian, meskipun perbuatan melawan hukum menjadi sebab adanya
pertanggungjawaban pidana, juga diperlukan adanya 2 syarat bersama-sama yaitu
mengetahui (idrak) dan pilihan (ikhtiar). Kalau salah satu syarat tidak ada maka tidak
ada pertanggungan jawab pidana. (Hanafi, 1993 ; 158)

Seseorang dapat dikatakan mempunyai sifat idrat jika orang tersebut dapat
mengarahkan sesuatu dengan kekuatan akal. Apabila akal seseorang itu hilang karena
terkena penyakit atau hal-hal lain yang menghalanginya atau orang tersebut gila maka
orang tersebut dinamai orang yang tidak mempunyai sifat idrat. (Abdul Qodir,
‘Auda’, 1991 ; 584)

Dengan demikian syarat utama adanya taklif (pembebanan hukum) adalah
akal. Seseorang yang tidak berakal tidak dikatakan orang yang mukallaf. Ketentuan

mengenai orang tidur, anak-anak dan orang gila adalah termasuk orang yang tidak
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berakal. Jadi mereka itu bukanlah orang yang mukallaf, yang harus
mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. (As San’ani, II, ¢t ; 181)
Sesorang mukallaf sah menerima beban hukum jika ia memenuhi syarat-
syarat :
a. Orang tersebut mampu memahami khithab (dalil penetapan hukum) baik dari
dirinya sendiri maupun melalui perantara orang lain.
b. Orang tersebut harus telah berakal sempurna
c. Mempunyai kelayakan menerima hak dan menanggung kewajiban serta
kelayakan dalam melaksanakan kewajiban tersebut.

(Departemen agama RI,1990;188)

Kemampuan memahami dan melaksanakan khitab ini hanya terwujud dengan
adanya akal. Hanya orang yang berakallah yang dapat memahami khitab. Oleh karena
itu orang gila, anak-anak yang belum dewasa serta orang yang lupa atau tertidur tidak

dapat dibebani taklif Sebagaimana sada Rosulullah SAW :

A

3 ‘ k. oo ‘:’/ .
Y . " ‘ q “ ‘ - '. “w & e .
S U“)L') G)uh/}d)vﬁl‘-lﬁbé‘owfj u"'\/‘-“”tc-us-
."‘(‘.n \t:: i- o ;“‘-‘a“ \u e .;'J..“’J .i‘;:‘~ .
Jim 203 \C,O»_,.oha_-_ﬁ\sﬁ)
(Akhmat bin Hambal, VI, 100)
Artinya : Diriwayatkan dari Aisyah, bahwa kalau diangkat (tidak dimintai
pertanggungjawaban dari 3 orang yaitu : dari orang yang tidur sampai ia

bangun, dari anak-anak sampai ia baligh, dari orang gila sampai ia
berakal. HR Akhmat Ibnu Hambal. '
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Dari uraian tersebut diatas dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa
seseorang yang mempunyai sifat mukallaf akan dikenai beban hukum. Apabila orang
tersebut bertindak yang bersifat melawan hukum maka orang tersebut diberi beban

untuk mempertanggungjawabkan atas semua perbuatan yang telah dilakukan.

Dalam tindak pidana pencurian

Kata (pencurian) merupakan bentuk masdar dari fi‘il madli ..... ..yang artinya
adalah mencuri. Sedangkan mencuri mehurut bahasa adalah mengambil sesuatu atau
barang dengan cara sembunyi. Dan menurut istilah adalah mengambil sesuatu atau
barang dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan barang tersebut
dengan menetapi beberapa syarat. (Ibnu Sayid Muhammad Syatton Dimyati, tt ;156)

Ibnu Arafah berkata, pencuri menurut orang arab adalah orang yang datang
dengan sengaja dan sembunyi-sembunyi ketempat penyimpanan barang milik orang
lain untuk diambil isinya. (Sayyid Sabiq, 9 ; 202)

Dari definisi tersebut diatas dapat diambil suatu pengertian, bahwa yang
dimaksud perbuatan mencuri adalah suatu perbuatan yang didalamnya mengandung
unsur-unsur:

a. Mengambil barang secara sembunyi.

b. Obyek yang dicuri berupa barang/harta

c. Barang tersebut sudah mencapai satu nisab
d. Adanya kesengajaan dalam berbuat

(Abdul Qodir Auda, II, 1990: 518)
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Dengan demikian apabila salah satu unsur tersebut tidak dapat dipenuhi, maka
suatu perbuatan belum dikatakan sebagai perbuatan mencuri.

Menurut hukum Islam tindak pidana pencurian ada dua macam, yaitu :
1. Pencurian yang harus dikenai Had,

2. Pencurian yang harus dikenai Ta’zir

Adapun tindak pidana pencurian yang harus dikenai Had adalah tindak pidana
pencurian yang harus memenuhi unsur-uhsur, yaitu
a. Adanya pencuri
b. Adanya barang yang dicuri
c. Perbuatan (tindak pidana) mencuri itu sendiri

(Muhammad Satton Dimyati, IV, tt ; 158)

Ketiga unsur itulah yang dapat menyebabkan seseorang dijatuhi hukuman
Had. Sedangkan masing-masing unsur tersebut masih mempunyai beberapa syarat
yang harus menyertainya.
Adapun sifat-sifat yang bisa dianggap sebagai pencuri adalah:
a. Orang yang mencuri itu harus dewasa
b. Perbuatan itu dilakukan dengan kehendak sendiri
¢. Orang tersebut mengetahui dilarangnya perbuatan yang telah dilakukannya
d. Orang tersebut tidak mendapat izin dari pemilik
e. Orang tersebut mematuhi atau menetapi hukum

(Muhammad Satton Dimyati, tt; 514)
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Dari beberapa syarat tersebut dapatlah diketahui bahwa anak kecil, orang gila
dan lainnya (yang dipersamakan dengan gila) tidak dijatuhi hukuman Had karena
orang tersebut kehilangan sifat taklifnya. Mengenai syarat-syarat Islam, bukanlah
menjadi syarat bagi pencuri untuk dapat dijatuhi hukuman had jadi apabila ada
seorang kafir dzimmi atau orang yang murtad mencuri, maka iapun harus dipotong
tangannya, sebagaimana orang Islam dipotong tangannya bila ia mencuri barang
milik orang kafir dzimmi. (Sayyid Syabiq, 9;207)

Adapun sifat-sifar suatu barang yang dapat menyebabkan seseorang itu
dijatuhi hukuman had adalah :

a. Barang tersebut berada pada tempat penyimpanan yang lazim
b. Barang tersebut mencapai satu nisab
c. Tidak ada unsur subhad terhadap barang tersebut
d. Barang tersebut merupakan milik orang lain.
(Djazuli, 1997 ; 75)

Setelah kita membaca keterangan-keterangan diatas tentang sifat, rukun dan
syarat pencurian, ternyata para Fuqoha’ masih belum membedakan antara syarat,
rukun dan sifat. Untuk lebih memudahkan dalam pemahaman disini akan dibedakan,

pemakaian kata-kata rukun, syarat maupun sifat.

Adapun suatu perbuatan itu dikatakan sebagai perbuatan mencuri jika
mempunyai komponen (rukun) sebagai berikut :
a. Adanya pencuri

b. Adanya barang yang dicuri
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c. Kesengajaan dalam berbuat

d. Adanya perbuatan mencuri itu sendiri

Sedangkan masing-masing komponen (rukun) tersebut harus mempunyai

persyaratan yang menyertai agar perbuatan tersebut dapat dijatuhi hukuman had,

yaitu

1.

Syarat pencuri

a. Mukallaf

b. Dalam keadaan ikhtiar (berkemauan sendiri)

Syarat-syarat barang yang dicuri

a. Mencapai ukuran satu nisab

b. Tidak ada unsur subhat

c. Barang tersebut bernilai/berharga

d. Berada dalam tempat penyimpanan yang lazim

Kesengajaan dalam berbuat

a. Pencuri mengerti bahwa harta yang diambil itu milik orang lain

b. Pelaku mengerti bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan yang
dilarang oleh hukum

Adanya perbuatan mencuri

Hal ini sesuai dengan pengertian mencuri

Dari keterangan tersebut diatas mengenai pengertian dan syarat

pertanggungan jawab pidana maupun tindak pidana pencurian, maka dapat
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disimpulkan bahwa pada dasarnya semua orang yang melakukan jarimah (tindak
pidana) itu akan mendapatkan hukuman. Begitu juga bahwa semua perbuatan yang
dilarang oleh ketentuan syafa’ (hukum) itu tidak boleh dilakukan. Namun demikian,
seseorang yang melakukan tindak pidana itu ada yang dihukum dan ada juga

seseorang yang melakukan tindak pidana itu diperbolehkan (tidak dihukum).

Dalam hukum Islam, hal-hal yang mengakibatkan kebolehan suatu perbgatan
jarimah disebut penghapus pertanggungan jawab pidana. Sebenarnya perbuatan yang
dilakukan seseorang itu jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum, tetapi
karena adanya sifat (keadaan) pada perbuatan tersebut yang menyebabkan orang
tersebut tidak dilarang, maka orang tersebut tidak dikenai larangan dan tidak dikenai
pula pertanggungan jawab pidana. Sedangkan hal-hal yang menyebabkan seseorang
melakukan jarimah tidak mendapatkan hukuman, itu disebut penghapusan hukuman.
Pembuat sebenarnya melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan orang
tersebut dapat dijatuhi hukuman, tetapi hukuman tersebut dihapuskan karena adanya
sesuatu sifat (keadaan) tertentu pada diri orang tersebut, bukan pada perbuatannya.

(Hanafi, 1993 ; 353)

Dengan demikian pertanggungan jawab pidana akan dikenakan kepada setiap
pelaku tindak pidana pencurian, selama tidak adanya hal-hal atau sesuatu keadaan
yang berkaitan dengan perbuatan mencuri itu sendiri, yang mengakibatkan perbuatan
mencuri itu menjadi mubah (tidak dilarang), keadaan tersebut seperti : pembelaan

yang sah, pengajaran, pengobatan, olah raga, hapusnya jaminan keselamatan jiwa dan
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harta dan dalam hal menggunakan wewenang negara (perintah jabatan). (Marsum,

1991 ; 167)

Demikian juga apabila adanya sesuatu sifat (keadaan) yang berkaitan dengan
keadaan diri si pelaku pencurian, seperti adanya paksaan, dalam keadaan mabuk,
pelaku masih dibawah umur, gila dan halangan-halangan lain yang diserupakan
dengan gila. (Hanafi, 1993 ; 353)

Karena dalam keadaan demikian, sipelaku tindak pidana (pencurian) tidak dapat
dikenakan pertanggungan jawab pidana. Dengan sebab adanya suatu sifat (keadaan)
baik yang berkaitan dengan perbuatan mencuri itu sendiri maupun yang berkaitan
de;lgan keadaan diri sipembuat jarimah itu adalah merupakan keadaan yang dapat

menghapuskan pertanggungan jawab pidana.

2. Hal-Hal Yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungan jawab (hukum) suatu perbuatan jarimah dapat dipengaruhi
oleh beberapa sebab, sebab-sebab itu adalah :
a. Tidak tahu

Salah satu aturan pokok dalam syariat Islam ialah bahwa pembuat tidak
dihukum karena sesuatu perbuatan yang dilarang, kecuali kalau ia mengetahui (benar-
benar) dengan sempurna tentang dilarangnya perbuatan tersebut. Kalau ia tidak tahu
tentang dilarangnya tersebut maka pertanggungan jawab pidana terhapus dari

padanya.
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Dalam hal pengertian mengetahui cukup dengan kemungkinan mengetahui.
Jadi apabila seseorang telah dewasa dan berakal, sedang ia mendapat kesempatan
untuk mengetahui perbuatan-perbuatan yang terlarang baginya, baik dengan jalan
meneliti (mempelajari) nas-nas yang menyatakan keharaman, atau dengan jalan
bertanya kepada orang-orang pandai (ahluzzikri), maka orang tersebut dianggap
mengetahui perbuatan-perbuatan yang diharamkan dan ia tidak bisa beralasan tidak
tahu. Dalam keadaan seperti ini hakim mempunyai wewenang untuk mengurangi

hukuman atau membebaskannya sama sekali.

Seorang mukallaf dianggap mengetahui undang-undang (hukum) dengan
adanya kemungkinan mengetahui, bukan dengan adanya pengetahuan yang benar-
benar terjadi. Oleh karena itu undang-ndang (hukum) yang dilarang dianggap telah
diketahui oleh semua orang, meskipun kebanyakan dari mereka tidak melihat undang-
undang tersebut ataupun hanya mengetahui sedikit, selama kemungkinan untuk
mengetahui itu ada. Mengetahui undang-undang (hukum) benar-benar tidak
disyaratkan oleh syari’at karena hal ini akan menimbulkan kesulitan dan akan
membuka pintu alasan tidak tahu seluas-luasnya serta melumpuhkan berlakunya

undang-undang.

Tidak tahu tentang arti ma’na (pengrtian) sesuatu undang-undang
dipersamakan dengan tidak tahu bunyi undang-undang itu sendiri dan kedudukannya
adalah sama, jadi kalau seseorang mengatakan bahwa bunyi sesuatu undang-undang

tidak berisi keharusan atau bunyi undang-undang lainnya memperbolehkan perbuatan
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yang sebenarnya dari sesuatu undang-undang tidak menghapuskan pertanggungan

jawab pidana dari padanya. (Hanafi, 1993 ; 182)

b. Lupa
Pengertian lupa, yaitu tidak siapnya sesuatu pada waktu dibutuhkan, Nabi

SAW, menyamakan lupa dengan keliru dalam sabdanya : “dihilangkan dari umatku
(pertanggungan jawab) perbuatan lupa dan keliru”. Orang yang melakukan jarimah
dunia, tetapi ia tidak bebas kalau jarimah itu mengenai jiwa dan harta. (Marsum,. 1991
- 164)

Para fuqoha’ terbagi menjadi 2 golongan ketika membicarakan hukum lupa.
Golongan pertama mengatakan bahwa lupa adalah alasan yang umum, baik dalam
urusan ibadat atau kepidanaan. Pada dasarnya, orang yang mengerjakan perbuatan
yang dilarang dengan lupa, maka ia tidak berdosa dan tidak dikenakan hukuman.
Hapusnya pertanggungan jawab pidana dari orang yang lupa tidak berarti hapusnya
pertanggungan jawab perdata dari padanya, karena harta dan jiwa mendapat jaminan
keselamatan (ma’shum), dan alasan-alasan syara’ tidak berlawanan dengan jaminan

tersebut.

Golongan kedua mengatakan bahwa lupa menjadi alasan hapunya hukuman
akhirat, karena hukuman akhirat didasarkan atas kesengajaan (kasad) sedang
kesengajaan pada orang yang lupa tidak ada. Untuk hukuman-hukuman dunia, lupa
tidak menjadi alasan hapusnya hukuman sama sekali, kecuali dalam hal-hal yang

berhubungan dengan hak-hak Tuhan dengan syarat ada motif yang wajar untuk
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mengadakan perbuatannya dan tidak ada hal-hal yang bisa mengingatkannya.
Menurut golongan ini, lupa tidak menghapuskan kewajiban, karena perkara wajib
tetap menjadi kewajiban yang harus diperbuat oleh orang yang lupa. Lupa hanya
dianggap sebagai subhat yang bisa menghapuskan hukuman had, dan dalam hal ini
maka kemudian diganti dengan hukuman ta’zir. Jadi pengaruh lupa dalam hal ini
hanya terbatas pada pembebasan orang yang lupa dari hukuman dalam keadaan

tertentu, atau pembebasan hukuman had dalam keadaan lainnya. (Hanafi, 1993 ; 184)

¢. Kelirn
Keliru adalah apabila sesuatu terjadi bukan atas kehendak sipembuat. Dari

segi pertanggungan jawab pidana orang yang keliru dipersamakan dengan orang yang
sengaja berbuat, selama perbuatan yang terjadi dari padanya diharamkan oleh syara’,
dan pada perbuatan karena keliru sebabnya adalah menyalahi syara’ bukan karena
sengaja, melainkan karena kelalaian dan tidak adanya kehati-hatian dan ketelitian.
Pada dasarnya pertanggungan jawab dalam syari’at Islam hanya dikenakan
terhadap perbuatan sengaja dan yang diharamkan oleh syara’, serta tidak dikenakan

terhadap kekeliruan. Hal ini adalah karena firman Allah :
L et 2, o s ol o 5o
Rl ol Dy 3 s

Artinya : “Dan tidak ada dosa atasmu tentang apa yang kamu kerjakan karena
kekeliruan, tetapi tentang apa yang disengajakan oleh hatimu”,
(Al Ahzab; 5)
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Akan tetapi syara’ memperbolehkan penjatuhan hukuman atas keliru sebagai

pengecualian dari aturan pokok tersebut, antara lain pada firman Allah :

TN euse i o‘g,»}lo(\»)
Artinya: “Tidak boleh lagi orang mu’min untuk membunuh orang mu’min lain
kecuali karena keliru”, (An Nisa’ ; 92)

Karena menurut aturan pokok, hukuman dijatuhkan atas perbuatan sengaja
dan hukuman atas keliru hanya sebagai pengecualian, setiap jarimah yang dikerjakan
dengan sengaja maka dikenakan hukuman, tetapi apabila dikerjakan karena keliru,
maka tidak dikenakan hukuman selama syara’ tidak menentukan hukuman bagi orang
yang mengerjakan dengan keliru, seperti halnya pada pembunuhan dan penganiayaan,
karena kedua jarimah ini dilarang terjadi, baik dalam keadaan sengaja atau dalam

keadaan keliru.

Alasan tidak adanya penjatuhan hukuman atas perbuatan keliru ialah bahwa,
kekeliruhan ini telah menghapuskan salah satu unsur jarimah sengaja yaitu unsur

kesengajaan.

Akan tetapi hapusnya pertanggungan jawab pidana dari perbuatan keliru tidak
berarti hapusnya pertanggungan jawab perdata pula karena menurut aturan pokok
dalam gyari’at, jiwa dan harta mendapat jaminan keselamatan (ma’sum).

(hanafi, 1993 ; 186)
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d. Rela Dianiaya

Pada dasarnya dalam syari’at Islam, kerelaan dan persetujuan si korban untuk
menjaadi obyek sesuatu jarimah tidak dapat mengubah sifat jarimah itu (yakni tetap
dilarang) dan tidak mempengaruhi pertanggungan jawab pidana kecuali kalau
kerelaan dan persetujuan tersebut menghapuskan salah satu unsur jarimah, seperti
pada jarimah-jarimah pencurian misanya, karena unsur pokok pada pencurian ini
ialah mengambil harta orang lain tanpa kehendaknya. Kalau 6rang lain menyetujui
pengambilan uangnya, maka pengambilan harta tersebut adalah mubah bukan

jarimah. (Hanafi, 1993 ; 189)

e. Bunuh diri

Perbuatan ini dilarang berdasarkan Al Qur’an surat An Nisa’ ; 292 yang
artinya : “Janganlah kamu bunuh dirimu sendiri karena Allah itu Maha Pengasih
terhadapmu”. Tkut melaksanakan bunuh diri juga dilarang, baik dengan anjuran
maupun dengan bantuan. Kalau percobaan bunuh diri berhasil si berbuat tidak
dihukum sebab sudah mati ; tetapi sebagian ulama’ mewajibkan bayar kifarat sebagai
penebusan dosanya itu terhadap Tuhan. Kalau percobaan tak berhasil ia dijatuhi
hukuman ta’zir, begitu juga pembantunya. Penganiayaan diri juga dilarang
berdasarkan firman Allah, yang artinya : “Janganlah menjatuhkan dirimu kepada
kehancuran”. Tkut penganiayaan diri juga dilarang, dan hukuman bagi mereka itu

adalah ta’zir.
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f. Perang Tanding

Perang tanding, yaitu perkelahian antara dua orang, baik disepakati
sebelumnya atau tidak, dengan sengaja atau tidak, sampai mati atau hanya sampai
kalah. Perang tanding dengan persetujuan sampai mati dilarang, dan baginya berlaku
hukuman rela dibunuh atau rela dianiaya. Kalau disepakati tidak sampai mati padahal
ada yang sampai mati maka bagi si pembunuh berlaku hukuman pembunuhan.
Larangan ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang artinya : “Jika kedua orang muslim
bertanding dengan senjatanya maka pembunuh dan terbunuh masuk neraka

keduanya”. (Marsum, 1991 ; 165)



